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LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang

:  2006 - 2007
Masa Persidangan

:  I

Jenis Rapat
: Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Postel, Dirut. PT. Telkom, Dirut PT. Pos Indonesia, dan Kepala BRTI
Rapat ke


:  9 dan 10
Hari, Tanggal, Pukul
:  - Senin, 18 September 2006, Pukul 14.00 Wib

- Rabu, 20 September 2006, Pukul 19.00 Wib

Sifat Rapat


:  Terbuka

Pimpinan Rapat

:  - Drs. Tosari Widjaja (18 September 2006)





   - Drs. Theo L. Sambuaga (20 September 2006)
Sekretaris Rapat

:  Dra. Damayanti

Acara



:  1.  Kata Pengantar oleh Ketua Rapat

2.
Penjelasan oleh Dirjen Postel, Dirut. PT. Telkom, Dirut PT. Pos Indonesia, dan Kepala BRTI





   3.  Tanya jawab





   4.  Penutup

Hadir
: - 34 orang Anggota dari 50 orang Anggota Komisi I 
DPR RI

· Dirjen Postel, dan Kepala BRTI, Basuki Yusuf Iskandar beserta jajarannya 

                                             -
Dirut. PT. Telkom, Arwin Rasyid beserta jajarannya

· Dirut PT. Pos Indonesia, Hana Suryana beserta jajarannya
I.
PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Postel, Dirut. PT. Telkom, Dirut PT. Pos Indonesia, dan Kepala BRTI pada hari Senin tanggal 18 September 2006 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Tosari Widjaja dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2006 dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo  L.  Sambuaga dengan acara dan waktu  sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. BRTI adalah badan regulasi yang bersifat independen, karena itu Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk melepaskan BRTI dari birokrasi Dirjen Postel dan mendorong BRTI sebagai badan regulasi dan pengawasan untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawabnya.
2. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan program USO dalam tahun 2006 ini sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan dan dengan mengutamakan kehadiran telekomunikasi di pedesaan, daerah terpencil dan pulau-pulau terdepan (terluar).

3. Untuk menghindari kegiatan negatif yang menggunakan telepon selular prabayar yang merugikan masyarakat, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk secara konsisten menerapkan aturan mengenai pendaftaran pengguna prabayar.

4. Komisi I DPR RI minta SKTT agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dengan menerapkan prinsip manajemen yang transparan dan efisien agar dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, membuat biaya telekomunikasi lebih murah, serta tidak membebankan biaya kepada konsumen.

5. Menyadari pentingnya industri perposan bagi masyarakat umum, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah agar terus mendorong pengembangan industri perposan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan membuat regulasi dan mengembangkan iklim dan insentif yang kondusif bagi perkembangan industri pos.
6. Mengingat frekuensi adalah ranah publik yang terbatas, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk mengalokasikannya dengan tepat, efektif dan efisien berdasarkan kepentingan publik. Dalam hubungan ini, untuk kepentingan sistem pertahanan negara, Komisi I DPR RI mengusulkan untuk mengalokasikan frekuensi dan transponder satelit untuk Dephan/TNI dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
7. Komisi I DPR RI mendorong pemanfaatan satelit semaksimal mungkin untuk penyuluhan pertanian dan siaran pendidikan nasional, pengawasan kehutanan, industri perikanan, dan bidang-bidang lainnya mengingat pentingnya sarana satelit sebagai alat teknologi telekomunikasi yang vital.
8. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pemberian ijin bagi radio komunitas di NAD dan secara khusus menangani permasalahan yang dihadapi Radio Suara Perempuan dan mempercepat pemberian ijinnya, agar Radio Suara Perempuan NAD dapat segera melakukan kegiatannya. 
9. Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Direksi PT. Telkom dan Direksi PT. Pos Indonesia atas paparan tentang laporan pelaksanaan tugas dan kinerja masing-masing dan mendorong kedua perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya agar dapat berkembang secara sehat dan profesional, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.

Catatan : 
Sehubungan dengan beredarnya foto copy surat Menteri Negara BUMN yang ditujukan kepada Dirut PT. Telkom tanggal 11 September 2006 perihal Tindak Lanjut Surat Klarifikasi Tender Menara BTS Fleksi, dan atas pertanyaan Anggota Komisi I DPR RI, Wakil Direktur Utama PT. Telkom menjawab tidak mengetahui tentang surat tersebut, Komisi I DPR RI minta Direksi PT. Telkom untuk men-check dan mengklarifikasikan keberadaan surat tersebut serta hasinya dilaporkan kepada Komisi I DPR RI dalam waktu singkat.

III.
PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.10 WIB

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA
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